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BAB 5

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan
Berdasarkan rumusan masalah dan uraian hasil penelitian yang telah
dipaparkan sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Konsep tindakan afirmatif memiliki keterkaitan (irisan) dengan konsep
keadilan restoratif, walaupun memang pada dasarnya kedua hal tersebut
memang berbeda. Irisan dari kedua konsep tersebut dapat dilihat dari
persamaan dan perbedaannya:

a. Persamaannya yakni kedua konsep tersebut memberikan penghormatan
terhadap individu. Dalam konsep keadilan restoratif penghormatan
terhadap individu nampak dari mendorong partisipasi para pihak yakni
korban dan pelaku kejahatan dalam sebuah dialog yang bertujuan untuk
memberikan penghormatan dan harkat martabat semua pihak. Dimana
korban dipulihkan kondisinya, baik mental ataupun fisik dari akibat
perbuatan yang dilakukan oleh pelaku. Begitu pun juga kepada pelaku,
stigma penjahat tidak begitu saja akan melekat pada pelaku karena tujuan
penerapan keadilan restoratif bukanlah untuk menghukum. Sedangkan
tindakan afirmatif memberikan penghormatan terhadap individu yang
diterapkan pada kelompok-kelompok yang didiskriminasi dari kondisi

sosialnya dengan tujuan agar sekelompok orang yang diperlakukan
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diskriminasi tersebut mendapatkan kesempatan serta hak dasar yang sama
dengan kelompok-kelompok lainnya.

b. Memperhatikan persamaan kedua konsep tersebut, maka dapat dikatakan
konsep keadilan restoratif “merupakan salah satu konsep/bentuk alternatif
penyelesaian tindak pidana”, sedangkan tindakan afirmatif “merupakan
suatu perlakuan khusus kepada suatu kelompok yang diperbolehkan secara
hukum untuk diterapkan”. Sehingga dengan demikian tindakan afirmatif
dapat diterapkan untuk menjalankan keadilan restoratif tetapi tidak dapat
sebaliknya. Mengingat Tindakan Afirmatif hanya dapat bisa diterapkan
pada kelompok tertentu. Berbeda dengan konsep keadilan restoratif yang
sifat pemberlakuannya tidak terbatas pada kelompok-kelompok tertentu
saja. Sehingga konsep keadilan restoratif sifatnya lebih luas dibandingkan

tindakan afirmatif.

2. Pemberian tindakan afirmatif dan  keadilan restoratif  dengan

mengklasifikasikan kelompok masyarakat miskin ke dalam kelompok yang
dapat diberikan perlakuan tindakan afirmatif mendorong adanya keadilan
bagi kelompok yang memiliki kerentanan sosial ini. Meskipun hukum pidana
menerapkan asas legalitas namun penerapannya juga perlu memperhatikan
keadilan. Jangan sampai menerapkan legalitas formil  namun
mengenyampingkan rasa keadilan bagi masyarakat miskin yang memiliki
kerentanan sosial. Penerapan asas persamaan di hadapan hukum (equality
before the law) serta doktrin/ajaran sifat melawan hukum bersifat materil
negatif menjadi dasar perlakuan tindakan afirmatif pada masyarakat miskin

pelaku tindak pidana pada kasus ringan. Penerapan tindakan afirmatif dan
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keadilan restoratif ini memunculkan keadilan baik bagi masyarakat miskin
pelaku tindak pidana pada kasus ringan maupun korban yang dirugikan. Hal
ini dikarenakan dalam prosesnya para pihak akan dipertemukan dalam suatu
ruang dialog yang mendorong para pihak saling memahami kondisi satu sama
lain, dimana pelaku memahami dampak negatif dari tindakan yang telah ia
lakukan dan korban pun mengetahui latar belakang pelaku melakukan

tindakan menyimpang baik dari sisi psikis ataupun lingkungan sekitarnya.

5.2. Saran
Sesuai dengan kesimpulan di atas, maka penerapan tindakan afirmatif pada

masyakat miskin pada pelaku tindak pidana pada kasus ringan diperlukan

beberapa tindakan seperti berikut ini :

1. Dilakukannya amandemen atau perubahan dari Kitab Undang-undang
Hukum Pidana yang saat ini tengah dibahas di dalam parlemen, yang secara
tegas menyatakan bahwa penerapan tindakan afirmatif dengan keadilan
restoratif kepada masyarakat miskin pelaku tindak pidana ringan
diutamakan untuk diupayakan oleh Majelis Hakim dalam menjalankan
sistem peradilan pidana.

2.  Para aparat penegak hukum yang terdiri dari Hakim, Jaksa, Kepolisian dan
advokat bersama-sama mengutamakan dalam mendorong pemberian
tindakan afirmatif ini terhadap masyarakat miskin pelaku tindak pidana pada
kasus ringan. Demi tercapainya keadilan bagi kelompok masyarakat rentan

ini.
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